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BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR ¢ TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG

Menimbang :

Mengingat

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar akutansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah maka Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah perlu disesuaikan agar penyelenggaraan
pengelolaan keuangan di Kabupaten Lebong dapat berjalan
dengan tertib;

bahwa sehubungan dengan perkembangan atas urusan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dalam
hal pengelolaan keuangan daerah khususnya perubahan
sistem akutansi Pemerintah Daerah dari SAPD cash basic
menjadi acrual basic;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 4286},

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4349);
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Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksasn
Pengelolaan dan Tangpung Jawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400];

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Republik
Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51635);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah;

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hulkum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 13 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2010 Nomor 13 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 88 ditambah satu ayat sehingga ayat (6)
berbunyi sebagai berikut :

{6) Investasi non permanen berupa dana bergulir
merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan
digulirkan kepada masyrakat, wusaha kecil dan
menengah untuk ditarik kembali setelah jangka walktu
tertent dan kemudian disalurkan kembali.

2. Ketentuan Pasal 113 ayat 2 dan ayat 4 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:
{2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari :

Laporan Realisasi Anggaran.

Neraca.

Laporan Arus Kas.

Catatan Atas Laporan Keuagan

Laporan Operasional.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Laporan Perubahan Ekuitas.
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(4) Ketentuan huruf a ayat (4) Pasal 113 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

.

Peraturan

Kepala SKFPD selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan vang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Neraca, Catatan atas Laporan
Keuangan.

Kepala SKPD selaku BUD menyusun Laporan
Keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari
laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasiobal,
Laporan perubahan SAL, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas
Laporan Keuangan.

Pasal II

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupsaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 [optam 2016

BUPATI LEBONG, 4 -

{4
_ H. ROSJONSYAH
B4
Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2, fppember 2016

4
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Keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari
laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasiobal,
Laporan perubahan SAL, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas
Laporan Keuangan.

Pasal II

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupsaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 [optam 2016
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pada tanggal 2, fppember 2016
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(4) Ketentuan huruf a ayat (4) Pasal 113 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

.

Peraturan

Kepala SKFPD selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan vang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Operasional, Neraca, Catatan atas Laporan
Keuangan.

Kepala SKPD selaku BUD menyusun Laporan
Keuangan yang setidak-tidaknya terdiri dari
laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasiobal,
Laporan perubahan SAL, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas
Laporan Keuangan.

Pasal II

Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupsaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2 [optam 2016

BUPATI LEBONG, 4 -

{4
_ H. ROSJONSYAH
B4
Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2, fppember 2016
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